
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 65 TAHUN 2021 

TENTANG 

TUGAS DAN FUNGSI 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

Meni bang 

Menging t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peratu ra Daerah 
Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah ebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 3 ahun 202 1 tentang Perubahan Kedua ata s Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 20 16 tentang 
Pembent kan dan u unan Perangkat Daerah dan Pasal 93 
Peraturan B pati Ta sikmalaya Nomor 39 Tahun 202 1 ten tang 

edudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat 
Daerah, p erlu menetapkan Peraturan Bupati Ta sikmalaya 
ten tang Tugas dan Fu n gsi Bada n Pengelola Keu angan dan 
Pendapatan Daerah ; 

1. Undang-Un dang Nomor 14 Tahu n 19 50 tentang 
Pemben tukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950), sebagaim ana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabu paten Subang dengan 
mengubah Un dang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Da ah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 



Menetapkan 
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran ega ra epu blik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lem baran Negara 
Republik Indon esia Nomor 5887) sebagaiman t a h diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 20 19 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nom or 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran egara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Ta bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 ten ang Tata Cara mbentukan Produk ukum 
Daer Lem baran Daerah Kabu aten Tasikmalaya Tahun 

2016 Nomor 1); 

5 . Pera a n ae ah Ka u p te T 'kmalay Tahun 
20 16 ten ang Uru an e _e ahan y ng rnenjadi 
Kewenangan Pem erintahan Kabup ten Tasi malaya 
(Lembaran Daera Kabupaten Tasikmalaya Tah n 2016 

Nomor 3); 
6 . Peratura n Da ah K bupaten Tasikma laya N mor 7 

Ta u n 20 16 tenta n g Pern e tukan dan Susunan erangkat 
Da ra h (Lembaran Daerah Kabupa e a s ikmalaya 
Ta h u n 20 16 Nomor 7) sebagaim a na telah diu ba h beberapa 
kali, terakhir dengan Peratu ran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Peru ahan Kedua 

a tas Peraturan Dae a h Kabupa ten Tasikm a laya Nomor 7 
Tahun 2016 ten ta n g Pembentu kan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

7. Peraturan Bup ti Ta s ikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 
tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2021 Nomor 39); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN 
PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya . 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yan g m emimpin pela ksanaan urusan pemerin ahan yang menjadi 
kewenan gan Daerah otonom. 

4 . Satua Kerja Perangkat Daerah yang sela njutnya d is in gkat SKP adalah 

u nsur perangkat daerah pada Pemeri tah Daerah yang melaksanak U rusan 
Pemer intahan Daerah. 

5. Ba an adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah K u aten 
Tasikma laya. 

6. Kepa la adalah Kepala Badan Penge ola Keuangan dan e dapata aerah 
Kab a ten Tasikmalaya. 

7 . Angg' ran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dising a t APBD 
ad ala rencana keuangan tahunan pemerin aha aerah yan di a as dan 
diset ju i be sarna oleh Pemerin a h Dae ah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daera , da n ditetapkan de g Pera tura n Daera . 

8. Kebijakan Umum APBD yang selanj tnya disingkat A adalah okumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta 

asums i yang mendasarinya u n tuk peri de 1 (satu) tahun. 
9. Priorita s dan Plafon Anggaran Semen tara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah p rogram prioritas dan bata m a k im al anggara yang iberikan 
kepada perangkat Daerah u ntu k setiap program dan kegiatan sebagai acuan 
dalam enyusu nan ren cana kerja dan an gga ran satuan kerj a perangkat 
daerah. 

10. Tim Anggaran Pem erintah Daerah yan g selanjutnya d 'singkat A D adalah tim 

yang bertuga s m enyiapkan da n melaksanakan kebijakan Kepala Daerah 
dalam rangka penyusu nan APBD. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya d isingkat PPKD adalah 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD da n bertindak sebagai bendahara umum 
daerah. 

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit 
pelaksana teknis Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang 
melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan 
pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. 
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BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal2 

Susunan Organisasi Badan, terdiri atas: 
a. Kepala; 

b . Sekretariat, terd iri atas: 

1. Subba gian Perencanaan, Eva lu a si dan Pela p ran; 
2. S bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Su bagian Keuangan. 

c. Bida n g Anggaran, terdiri atas: 

1. S bbidang Penyusunan Anggaran Belanja I; 

2. S bbida n g Penyusunan Anggaran Belanja II; dan 
3. Su bidang Penyusunan Anggaran endapatan dan Pembiaya 

d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas: 
1. Subbidang Perbendaharaan I; 
2. Subbi ang Perbendaharaan I ; da n 
3. Su bi a n g Pengelolaan Ka s Daera h ; 

e. Bidang Ak ntansi dan Pelaporan, terdiri atas: 
1. Subbi ang Penatausahaan dan Sistem Ak ntan i; dan 
2. Subbi ang Analisa Data dan Pela oran. 

f. Bidang Aset Daerah, terdir i atas: 
1. Sub i ang Perencanaan dan Analisa Kebu tuha n ; 
2 . Subbidang Pemanfaa tan da n Pen gamanan ; dan 

3. Subbid ' n g Pen a tausah aan Aset Daerah. 
g. Bidang Pelayanan Pajak Daera h , terd iri a tas : 

1. Subbidang Pelayan a n dan Informasi Pajak Daerah; 
2. Subbidang V rifikasi dan P netapa n Pajak Da erah ; da 
3 . Subbidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah. 

h . Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pen da patan Asli Daerah, terdiri atas: 
1. Subbidang Perencanaan Pen dapatan Asli Da erah; 

2. Subbidang Pembinaan Pendapata n Asli Dae ah; dan 
3. Subbidang Evaluasi dan Pelapora n Pen dapatan Asli Daerah. 

1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
J. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

Bagian Kedua 
Rincian Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 
Kepala 

Pasal3 

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok 
memimpin Badan, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, 
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mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pengelolaan 
keuangan, pendapatan dan aset daerah meliputi kesekretariatan, 
penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan 
pelaporan, aset daerah, perencanaan, pengembangan, pengendalian dan 
pengelolaan pendapatan daerah serta pembinaan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala mempunyai fungsi : 

a . Penyelenggaraan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Badan; 
b. Penyelen ggaraan perumusan, penetapan , penga tu ra n dan pelaksanaan 

kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan daerah dan aset 
daerah; 

c. Penyelenggaraan kebijakan pengelola an keuangan, pendapatan daerah dan 
a set daerah; 

d . Pe yusunan Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah; 
e. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rancangan en al kasian 

anggaran dalam penyusu n an ke ijakan u m u m anggara n priorita plafon 
anggaran sementara dan kebijakan umum peru ahan angg ra / prioritas 
plafon anggaran sem ntara peru bah a n ; 

f. Penyelen ggaraan fun gsi benda ha a u u rn da h ; 
g. Penyelen ggaraan penatausahaan, aku tansi dan pe yusun a laporan 

ke angan da rah; 
h. Penyelenggaraan penatausahaan pen dapatan dan aset daerah; 
1. Penyelenggaraan urusa n kesekretariatan; 

J. Penyelenggaraan pem binaan tekn is pengelolaan dan k bijakan operasional 
pengem bangan Kelompok Jabatan Fungsional ; da 

k. Penyelen ggaraan fungs · kedina a lainnya . 

(3) Dalam menyelengga rakan tu gas po ok, Kepala sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunya i rin cian tugas melip ti: 
a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan 

anggaran Badan; 
b. Menyelenggarakan p rum san, pen etapan, pen gatu ran dan koordinasi 

pelaksanaan kebijaka n teknis pengelolaa keuan gan, pendapatan dan aset 
daerah; 

c. Menyelenggarakan kebijakan pen gelolaan keuangan, pendapatan dan aset 
daerah; 

d . Menyelenggarakan penyusunan anggaran; 
e. Menyelenggarakan koordinasi dalam penyusunan rancangan kebijakan 

umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara dan kebijakan umum 
perubahan anggaran atau prioritas plafon anggaran semen tara perubahan; 

f. Menyelenggarakan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran 
prioritas plafon anggaran sementara dan kebijakan umum perubahan 
anggaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan; 

g. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis investasi dan aset daerah; 
h. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dan lembaga keuangan mikro; 
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1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis mengenai pinjaman 
daerah; 

J. Menyelenggarakan koordinasi, penyusunan anggaran dan pelaporan dana 
transfer ke kas daerah; 

k. Menyelenggarakan fungsi BUD; 

1. Menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan penyusunan laporan 
keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

m. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan; 

n. Menyelenggarakan pembinaan UPfD dan kebijakan operasional 
pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; 

o. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
pengelolaan pendapatan daerah; 

p. Menyelenggarakan koordinasi pendapatan daerah dengan instansi terkait 
dan perangkat daerah lain pengelola pendapatan daerah; 

q. Menyelenggarakan pembinaan terhadap perangkat daerah lain pengelola 
pendapatan daerah; dan 

r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasal4 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas 

pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan 
keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di 
lingkungan Badan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan; 

b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; 
dan 

c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat; 
b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program 

Badan; 
c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan Badan; 
d. MenYelenggarakan pengkajian anggaran belanja Badan; 
e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja Badan; 
f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 
1. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan 
hubungan masyarakat; 
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J. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Badan dan tiap-tiap unit 
kerja di Badan; 

k. Menyelenggarakan rencana strategis dan Laporan Kinerja 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan; 

1. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 
m. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional; 
n. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sekretariat; 

Instansi 
Laporan 

o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan; 

p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Sekretariat terdiri atas: 
a. SUbbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Subbagian Keuangan. 

Pasa15 

(1) SUbbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja 

serta pelaporan Badan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
SUbbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, 

evaluasi, pelaporan dan anggaran Badan; 

b. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Badan dan tiap-tiap 
unit kerja di Badan; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan 
kerja; 

d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan 

teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan 

pelaporan dan evaluasi kinerja Badan; 
f. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa16 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan 
ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga 
serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
SUbbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 

lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana kantor; 

c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan 
prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam; 

d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah; 
e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan 

ekspedisi; 
f. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat; 
g. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, 

keprotokolan dan hubungan masyarakat; 
h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk 

hukum; 
1. Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar 

operasional prosedur tiap-tiap unit kerja; 
J. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Badan; 
k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, 

peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai; 
1. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja 

pegawal; 
m. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas; 
n. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 7 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, 
penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 
keuangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 

lingkup Subbagian Keuangan; 
b. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Badan; 
c. Melaksanakan penatausahaan keuangan Badan; 
d. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang 

keuangan; 
e. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; 
f. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan 

keuangan; 
g. Melaksanakan penatausahaan anggaran belanja; 
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h . Melaksanakan verifikasi surat permohonan pembayaran atau surat 
perintah membayar; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan 

J. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 3 
Bidang Anggaran 

Pasa18 

(1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai 

tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam 
penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan, anggaran belanja operasi, 
belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Anggaran mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan pengkajian dan kebijakan teknis anggaran Pemerintah 

Daerah; 

b. Penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan; 
c. Penyusunan anggaran belanja operasi; 
d. Penyusunan anggaran belanja modal; 
e. Penyusunan anggaran belanja tidak terduga; 
f. Penyusunan anggaran belanja transfer; 
g. Penyelenggaraan koodinasi penyusunan anggaran dan pengalokasian 

anggaran dalam penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS perubahan; 
h. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Anggaran sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) mempunyai rincian tugas: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Anggaran; 
b. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan 

anggaran; 
c. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan pengalokasian anggaran dalam 

penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS perubahan; 
d. Menyelenggarakan penyusunan Rancangan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS 

perubahan; 
e. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisa rencana 

pendapatan, belanja dan pembiayaan dari masing-masing perangkat 
Daerah dan PPKD; 

f. Menyelenggarakan penyusunan rancangan APBD dan APBD-P; 
g. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembentukan TAPD; 
h. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan Peraturan Daerah APBD 

dan Peraturan Daerah APBD-P; 
1. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan Peraturan Bupati 

penjabaran APBD dan APBD-P; 
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J. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan Rencana 
KeIja dan Anggaran (RKA) yang diusulkan perangkat Daerah dan PPKD 
sebagai bahan pertimbangan dan verifikasi TAPD; 

k. Menyelenggarakan penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

1. Menyelenggarakan penyiapan bahan evaluasi Gubernur atas Peraturan 
Daerah APBD dan APBD-P serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
APBD dan APBD-P; 

m. Menyelenggarakan penyiapan bahan regulasi yang berkaitan dengan 
penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah; 

n. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas lingkup Bidang Anggaran; dan 

o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Anggaran, terdiri atas: 
a. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja I; 

b. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja II; dan 
c. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan. 

Pasal9 

(1) Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja I sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan dalam perencanaan, penyusunan, pengendalian 

anggaran belanja operasi non barang dan jasa dan belanja transfer untuk 
penyusunan bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Penyusunan Anggaran 
Belanja I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas: 

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan lingkup Subbidang Penyusunan 

Anggaran Belanja I; 
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa rencana belanja 

operasi non barang dan jasa dan belanja transfer sebagai bahan 
penyusunan anggaran belanja daerah; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyusunan 
dan penetapan anggaran belanja operasi non barang dan jasa dan belanja 

transfer; 
d. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan KUA-PPAS dan 

KUPA-PPAS perubahan terkait anggaran belanja operasi non barang dan 
jasa dan belanja transfer; 

e. Melaksanakan pengolahan dan penganalisaan bahan pengendalian 
anggaran belanja operasi non barang dan jasa dan belanja transfer; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja operasi non 

barang dan jasa dan belanja transfer langsung dalam rangka penyusunan 
rancangan Peraturan Daerah tentang penyusunan dan perubahan APBD 
dan Peraturan Bupati tentang rancangan penjabaran APBD; 
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g. Melaksanakan penyiapan bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran 

belanja operasi non barang dan jasa dan belanja transfer perangkat Daerah 
dan PPKD untuk dibahas oleh TAPD; 

h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) yang berkaitan dengan belanja operasi non barang dan jasa 
dan belanja transfer PPKD serta yang diusulkan SKPD sebagai bahan 
pertimbangan kebijakan TAPD; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja operasi non 

barang dan jasa dan belanja transfer sebagai bahan evaluasi Gubernur 
terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD-P dan Peraturan 
Bupati tentang penjabaran APBD dan APBD-P; 

J. Melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja operasi non 
barang dan jasa dan belanja transfer dalam proses pengesahan rancangan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran (DPPA); 

k. Melaksanakan proses pengumpulan data, pencatatan, analisa, penyiapan 
bahan regulasi dan kebijakan belanja operasi non barang dan jasa dan 
belanja transfer; 

l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, eValuasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Penyusunan 
Anggaran Belanja I; dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa110 

(1) Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja II sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan dalam perencanaan, penyusunan, pengendalian 

anggaran belanja operasi barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak 
terduga untuk penyusunan bahan APBD dan APBD-P. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja II mempunyai rincian tugas 
meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang 
Penyusunan Anggaran Belanja II; 

b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa rencana belanja 
operasi barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga sebagai 
bahan penyusunan anggaran belanja daerah; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyusunan 
dan penetapan anggaran belanja operasi barang dan jasa, belanja modal 
dan belanja tak terduga; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi terkait Standar Pelayanan 
Minimal, Analisa Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga 
Satuan sebagai panduan dalam penyusunan anggaran belanja operasi 
barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga; 
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e. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan KUA-PPAS dan 
KUPA-PPAS perubahan terkait anggaran belanja operasi barang dan jasa, 
belanja modal dan belanja tak terduga; 

f. Melaksanakan pengolahan dan penganalisaan bahan pengendalian 
anggaran belanja operasi barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak 
terduga; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja operasi 
barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga dalam rangka 
penyusunan rancangan Perda tentang penyusunan dan perubahan APBD 
dan Peraturan Bupati tentang rancangan penjabaran APBD; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan pembahasan rencana kerja dan anggaran 
belanja operasi barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga 
SKPD untuk dibahas oleh TAPD; 

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) yang berkaitan dengan belanja operasi barang dan jasa, 
belanja modal dan belanja tak terduga yang diusulkan SKPD sebagai bahan 
pertimbangan kebijakan TAPD; 

J. Melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja operasi 
barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga sebagai bahan 
evaluasi Gubernur terhadap Peraturan Daerah APBD dan APBD-P dan 
Peraturan Bupati penjabaran APBD dan APBD-P; 

k. Melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan belanja operasi 
barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga dalam proses 
pengesahan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

1. Melaksanakan proses pengumpulan data, pencatatan, analisa, penyiapan 
bah an regulasi dan kebijakan belanja operasi barang dan jasa, belanja 
modal dan belanja tak terduga; 

m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Penyusunan 
Anggaran Belanja II; dan 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 11 

(1) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan anggaran 
pendapatan dan pembiayaan untuk penyusunan rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) . 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyal 

rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan; 
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b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran 
pendapatan transfer; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyusunan 
dan penetapan anggaran pendapatan dan pembiayaan; 

d. Melaksanakan penyiapan koordinasi terkait KUA-PPAS dan KUPA-PPAS 

perubahan; dalam aspek pendapatan dan pembiayaan; 
e. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rancangan KUA

PPAS dan KUPA-PPAS perubahan; 
f. Melaksanakan pengalokasian anggaran dalam penyusunan rancangan 

KUA-PPAS dan KUPA-PPAS perubahan; 
g. Melaksanakan pengolahan dan penganalisaan bahan pengendalian 

anggaran pendapatan dan pembiayaan; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan pendapatan dan 

pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan Perda tentang 
penyusunan dan perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang 
rancangan penjabaran APBD; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran 
pendapatan dan pembiayaan SKPD dan PPKD untuk dibahas oleh TAPD; 

J. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) yang berkaitan dengan pendapatan dan pembiayaan yang 
diusulkan SKPD dan PPKD sebagai bahan pertimbangan kebijakan TAPD; 

k. Melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan pendapatan dan 
pembiayaan sebagai bahan evaluasi Gubernur terhadap Peraturan Daerah 
tentang APBD dan APBD-P dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 

dan APBD-P; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan yang berkaitan dengan pendapatan dan 

pembiayaan dalam proses pengesahan rancangan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

m. Melaksanakan proses pengumpulan data, pencatatan, analisa, penyiapan 
regulasi dan kebijakan-kebijakan penerimaan pembiayaan; 

n. Melaksanakan proses pengumpulan data, pencatatan, analisa, penYIapan 

bahan regulasi dan kebijakan pengeluaran pembiayaan; 
o. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan; dan 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 4 
Bidang Perbendaharaan 

Pasal12 

(1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d 
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan 
teknis pengaturan belanja operasional, belanja modal, belanja transfer, belanja 
tidak terduga, pembiayaan dan pengelolaan kas Daerah serta melaksanakan 
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penelitian, pengkajian, pengoreksian terhadap realisasi belanja operasional, 
belanja modal, belanja transfer, belanja tidak terduga, dan pembiayaan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan pengkajian dan kebijakan umum perbendaharaan belanja 
operasional, belanja modal, belanja transfer, belanja tidak terduga, dan 
pembiayaan; 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi perbendaharaan belanja 
operasional, belanja modal, belanja transfer, belanja tidak terduga, dan 
pembiayaan; 

c. Penyusunan laporan dan evaluasi perbendaharaan belanja operasional, 
belanja modal, belanja transfer, belanja tidak terduga, dan pembiayaan; 

d. Penyelenggaraan pengelolaan kas Daerah. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perbendaharaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 
Perbendaharaan; 

b. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan kas 
dan perbendaharaan; 

c. Menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan belanja 
operasional, belanja modal, belanja transfer, belanja tidak terduga, dan 
pembiayaan; 

d. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan 
kas Daerah; 

e. Menyelenggarakan pencatatan seluruh hasil pendapatan dan belanja 
Daerah; 

f. Menyelenggarakan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 
APBD; 

g. Menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dan penempatan uang Daerah; 

h. Menyelenggarakan penelitian, pengkajian, pengoreksian terhadap realisasi 
belanja operasional, belanja modal, belanja transfer, belanja tidak terduga, 
dan pembiayaan; 

1. Menyelenggarakan kegiatan penerbitan surat perintah pencairan dana; 
J. Menyelenggarakan kegiatan penyiapan pelaksanaan pinjaman Daerah; 
k. Menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; 

1. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan utang dan piutang Daerah; 
m. Menyelenggarakan kegiatan penagihan piutang Daerah; 
n. Menyelenggarakan penyusunan konsep pelaporan dana transfer ke Daerah; 
o. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perbendaharaan; 
p. Menyelenggarakan penyusunan draft penerbitan Surat Penyediaan Dana 

(SPD); 
q. Menyelenggarakan penyiapan bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana 

(SPD) dan jadwal penyerapan anggaran yang berkaitan dengan 
pembiayaan;dan 

r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
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(4) Bidang Perbendaharaan, terdiri atas: 

a. Subbidang Perbendaharaan I; 
b. Subbidang Perbendaharaan II; dan 
c. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah. 

Pasal13 

(1) Subbidang Perbendaharaan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) 
huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan 

anggaran belanja operasional yang meliputi belanja pegawai non gaji dan 
tunjangan, belanja barang jasa dan belanja modal serta melaksanakan 
penyiapan bahan penelitian, pengkajian, dan pengoreksian terhadap realisasi 
pengeluaran belanja operasional yang meliputi belanja pegawai non gaji dan 
tunjangan, belanja barang jasa serta belanja modal. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbidang Perbendaharaan I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang 

Perbendaharaan I; 
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data belanja 

operasional yang meliputi belanja pegawai non gaji dan tunjangan, belanja 

barang jasa serta belanja modal; 
c. Melaksanakan penyusunan bahan pengaturan dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 
d. Melaksanakan penelitian, pengkajian, pengoreksian usulan Surat 

permintaan pembayaran dan surat perintah membayar dari pejabat 
pengguna anggaran yang terdiri dari belanja operasional yang meliputi 
belanja pegawai non gaji dan tunjangan, belanja barang jasa serta belanja 

modal; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan surat perintah pencairan dana 

belanja operasional yang meliputi belanja pegawai non gaji dan tunjangan, 
belanja barang jasa serta belanja modal berdasarkan dan dari pejabat 
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Daerah; 

f. Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan penganalisaan data yang 
berhubungan dengan anggaran belanja operasional yang meliputi belanja 

pegawai non gaji dan tunjangan, belanja barang jasa serta belanja modal; 
g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Perbendaharaan I; 
h. Melaksanakan penyusunan konsep pelaporan dana transfer ke Daerah; dan 
1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal14 

(1) Subbidang Perbendaharaan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) 
huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan 
anggaran belanja operasional yang meliputi belanja pegawai gaji dan 
tunjangan, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja transfer yang 
meliputi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan 



16 

pembiayaan, serta melaksanakan penYlapan bahan penelitian, pengkajian, 
pengoreksian terhadap realisasi pengeluaran belanja operasional yang meliputi 
belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan so sial, belanja transfer yang 
meliputi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan 
pembiayaan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Perbendaharaan II 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang 
Perbendaharaan II; 

b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data belanja 
operasional yang meliputi belanja pegawai, gaji, tunjangan, bunga, subsidi, 
hibah, bantuan sosial, belanja transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan 
bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan; 

c. Melaksanakan penyusunan konsep belanja pegawai yang meliputi gaji dan 
tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil; 

d . Melaksanakan penelitian, pengkaj ian , pengoreksian usulan surat 
permintaan pembayaran dan surat perintah membayar dari pejabat 
pengguna anggaran, yang terdiri dari : belanja operasional yang meliputi 
belanja pegawai, gaji, tunjangan, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, 
belanja transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, 
belanja tidak terduga dan pembiayaan; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan surat perintah pencairan dana 
berdasarkan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar 
dari pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Daerah; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan untuk penyelesaian belanja pegawai gaji 
dan tunjangan perangkat daerah; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan surat keterangan penghentian 
pembayaran belanja pegawai; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan daftar gaji, daftar susulan atau rapel gaji, 
pemeriksaan daftar gaji atau surat permintaan pembayaran dan surat 
perintah membayar; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan pengaturan dana yang diperlukan dalam 
pelaksanaan APBD; 

J. Melaksanakan penyusunan bahan penyiapan pemberian jaminan atas 
nama Pemerintah Daerah; 

k. Melaksanakan penyusunan bahan kegiatan pemberian pinjaman atas nama 
Pemerintah Daerah; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Perbendaharaan II; 
dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 15 

(1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencatatan 
seluruh penerimaan dan pengeluaran kas Daerah. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Pengelolaan Kas Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang 

Pengelolaan Kas Daerah; 
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data yang 

berhubungan dengan kegiatan pengelolaan kas Daerah; 

c. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan sistem 
penerimaan dan pengeluaran kas Daerah; 

d. Melaksanakan pencatatan bukti penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 
bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 

e. Melaksanakan fungsi administrasi kegiatan penyimpanan uang Daerah 
serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas; 

f. Melaksanakan pengelolaan kas non anggaran yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati. 

g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Pengelolaan Kas 
Daerah; 

h. Melaksanakan penyusunan draft penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD); 
1. Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) 

dan jadwal penyerapan anggaran yang berkaitan dengan pembiayaan; dan 
J. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 5 
Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Pasal16 

(1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan 
pedoman teknis dalam penatausahaan keuangan Daerah dan sistem 
akuntansi keuangan Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan pengkajian dan kebijakan akuntansi dan pelaporan 

keuangan, pendapatan dan aset; 
b. Penyelenggaraan rumusan kebijakan dan penetapan kebijakan akuntansi 

dan pelaporan; 
c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan; 

d. Penyelenggaraan pembinaan penerapan akuntansi dan pelaporan; dan 
e. Penyusunan laporan keuangan Daerah. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Akuntansi dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Akuntansi dan Pelaporan; 
b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 

penatausahaan dan akuntansi; 
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c. Menyelenggarakan pengkajian dan penganalisaan terhadap azas umum 
penatausahaan keuangan Daerah; 

d. Menyelenggarakan penyusunan bahan teknis penatausahaan keuangan 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
e. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penetapan pejabat 

yang diberi wewenang menandatangani surat penyedia dana, 
menandatangani surat perintah membayar, mengesahkan surat 
pertanggungjawaban dan pejabat yang diberi wewenang menandatangani 
surat perintah pencairan dana; 

f. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penetapan 

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; 
g. Menyelenggarakan penyusunan bah an kebijakan teknis penetapan 

bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, 
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan 
keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pad a satuan 

kerja pengelola keuangan Daerah; 
h. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penetapan 

bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu 
perangkat daerah dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah atau 
bendahara umum Daerah serta pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan 
APBD; 

1. Menyelenggarakan penyelenggaraan penyusunan bahan proses 

penatausahaan penerimaan dan pembukuan yang wajib dilaksanakan oleh 

bendahara penerimaan; 
J. Menyelenggarakan penyusunan bahan penatausahaan pengeluaran dalam 

proses pelayanan penyediaan dana, permintaan pembayaran dan 
penerbitan surat perintah membayar penerbitan surat perintah pencairan 
dana, serta pertanggungjawaban penggunaan dana; 

k. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan teknis sistem 
akuntansi pemerintahan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan 
Daerah; 

1. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan akuntansi 
Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada stan dar akuntansi 
pemerintahan; 

m. Menyelenggarakan pengumpulan data laporan keuangan perangkat Daerah 
dan laporan keuangan badan layanan umum Daerah sebagai bahan laporan 

keuangan Pemerintah Daerah; 
n. Menyelenggarakan penyusunan konsep laporan keuangan Pemerintah 

Daerah; 
o. Menyelenggarakan penyusunan konsep pedoman teknis akuntansi 

keuangan Daerah pada Perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola 
keuangan Daerah mengenai prosedur akuntansi penerimaan kas, 
pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset, prosedur akuntansi selain kas 
dan laporan keuangan pada perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola 
keuangan Daerah; 
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p. Menye1enggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan 

q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Akuntansi dan Pe1aporan, terdiri atas: 
a. Subbidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi; dan 
b. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan. 

Pasa117 

(1) Subbidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan proses 
penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan serta sistem 
akuntansi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Penatausahaan dan Sistem 
Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 

a . Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang 
Penatausahaan dan Sistem Akuntansi; 

b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data yang 
berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah; 

c. Melaksanakan penyiapan konsep penetapan pejabat yang diberi wewenang 
menandatangani surat penyediaan dana, surat perintah membayar, 

mengesahkan surat pertanggungjawaban dan menandatangani surat 
perintah pencairan dana; 

d. Melaksanakan penyiapan konsep penetapan bendahara penerimaan, 
bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara 
pengeluaran perangkat Daerah dan satuan keIja penge101a keuangan 
Daerah atau bendahara umum Daerah serta penyiapan konsep penetapan 
pejabat lainnya dalam rangka pe1aksanaan APBD; 

e. Me1aksanakan penyiapan konsep proses pentausahaan penerimaan dan 
pembukuan yang wajib dilaksanakan oleh bend ahara penerimaaan dengan 
menggunakan buku kas umum, buku pembantu perincian objek 
penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan teknis akuntansi 
keuangan Daerah pada perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola 

keuangan Daerah; 
g. Me1aksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan akuntansi 

pemerintah berbasis akrual dengan berpedoman pada standar akuntansi 
pemerintahan, sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas 
aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pendapatan-laporan realisasi 
anggaran be1anja, belanja laporan realisasi anggaran, pendapatan laporan 
operasional, beban dan pembiayaan serta laporan keuangan; 

h . Me1aksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Penatausahaan dan 
Sistem Akuntansi; dan 

1. Me1aksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal18 

(1) Subbidang Analisa Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan proses 
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, penyiapan bahan pelaporan 
keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbidang Analisa Data dan Pelaporan dan pelaporan mempunyai rincian 
tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Analisa 
Data dan Pelaporan; 

b. Melaksanakan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran yang 
berhubungan dengan keuangan Daerah; 

c. Melaksanakan pendokumentasian data keuangan ke dalam buku jurnal 

dan buku besar, serta buku besar pembantu; 
d. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

dengan mengkaji, mencatat dan menganalisa data laporan realisasi 
anggaran, neraca 64, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan 
perubahan ekuitas, neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan 
keuangan baik secara manual maupun berbasis teknologi aplikasi 

komputer; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
melalui sistem akuntansi berbasis akrual dengan mengkaji, menganalisa 
laporan realisasi anggaran, laporan realiasi anggaran, laporan perubahan 
saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas neraca, laporan arus kas 
dan catatan atas laporan keuangan baik secara manual maupun berbasis 
teknologi aplikasi komputer; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan Pemerintah 
Daerah berbasis akrual, yang digabungkan dengan laporan keuangan 
perangkat Daerah dan laporan keuangan badan layanan umum Daerah 
baik secara manual maupun berbasis teknologi aplikasi komputer; 

g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang 

Analisa Data dan Pelaporan; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan laporan keuangan baik secara manual 

maupun berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 
1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Analisa Data dan 
Pelaporan; dan 

J. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf6 
Bidang Aset Daerah 

Pasal19 

(1) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai 
tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang aset, 
proses pencatatan dan pelaporan atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, 



21 

pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi dan 
penyusutan terhadap barang milik Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 

Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi: 

a. Penye1enggaraan perumusan kebijakan perencanaan, distribusi, 

pemanfaatan dan pengamanan barang Daerah; 

b. Penyelenggaraan penatausahaan barang Daerah; 

c. Penye1enggaraan penetapan kebijakan penge10laan barang Daerah; 
d. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pengadaan barang Daerah; 
e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang 

Daerah; 

f. Penye1enggaraan pelaporan dan evaluasi barang Daerah. 

(3) Dalam menye1enggarakan tugas pokok, Bidang Aset Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas me1iputi: 

a . Menye1enggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Aset 
Daerah; 

b. Menye1enggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 

penge101aan aset Daerah; 

c. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan pengurusj 

pengelola barang tingkat kabupaten, pembantu pengurusjpengelola barang 
tingkat kabupaten, pengurusjpengelola barang pada unit penge10la barang, 
pembantu pengurus barang pada unit pengelola barang dan penyimpan 

barang pada unit pengelola barang; 

d. Menye1enggarakan penyusunan bahan kebijakan pembiayaan administrasi 

pengelolaan barang milik Daerah; 
e. Menye1enggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan standar harga 

tertinggi barangjjasa kebutuhan Pemerintah Daerah; 
f. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan rencana kebutuhan 

barang milik Daerah dan rencana kebutuhan peme1iharaan barang milik 

Daerah; 

g. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan daftar kebutuhan barang 

milik Daerah dan daftar kebutuhan peme1iharaan barang milik Daerah; 
h. Menye1enggarakan penyusunan dan pe1aporan daftar hasil pengadaan 

barang milik Daerah, me1aksanakan administrasi pencatatan penerimaan, 
penyimpanan dan penyaluran atau distribusi barang yang berasal dari 
hasil pengadaan, bantuan, sumbangan, hibah, wakaf dan perolehan lainnya 

yang sah kedalam buku inventaris barang milik Daerah; 

1. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan status 

penggunaan barang milik Daerah; 
J. Menyelenggarakan penatausahaan/pembukuan barang milik Daerah 

menurut penggolongan dan kodefikasi barang yang dimuat dalam kartu 
inventaris barang A, B, C, D, E, F dan buku inventaris secara manual atau 

menggunakan aplikasi khusus untuk penatausahaan barang milik 

Daerah; 
k. Menyelenggarakan penyusunan neraca barang milik Daerah; 
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l. Menyelenggarakan penYlmpanan seluruh dokumen kepemilikan barang 
milik Daerah; 

m . Menyelenggarakan kegiatan sensus barang milik Daerah setiap 5 (lima) 
tahun sekali; 

n. Menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan barang m ilik Daerah 
semesteran, pelaporan barang m ilik Daerah tahunan; 

o. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pemanfaatan barang milik 
Daerah yang berbentuk sewa, pinjam pakai, kerja sarna pemanfaatan, 
bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerja sarna penyediaan 
infrastruktur; 

p. Menyelenggarakan kegiatan pengamanan administrasi dan pengamanan 
fisik barang milik Daerah; 

q . Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan barang milik Daerah; 
r. Menyelenggarakan kegiatan penilaian barang milik Daerah; 
s . Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan barang 

milik Daerah; 
t. Menyelenggarakan penyusunan bahan 

sebagai tindak lanjut penghapusan baik 

kebijakan pemindahtanganan 
berupa penjualan barang milik 

Daerah, tukar menukar barang milik Daerah, hibah barang milik Daerah 
maupun penyertaan modal barang milik Daerah; 

u. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 
terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pemeliharaan dan pengarnanan barang milik Daerah; 

v. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan tuntutan ganti 

rugi barang milik Daerah; 
w . Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi langsung secara 

berkala terhadap pelaporan barang milik Daerah pada unit pengelola 
barang; 

x. Menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi barang milik Daerah secara berkala 

setiap bulan; 
y. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penetapan prosedur 

standar pelaporan barang milik Daerah; 
z. Menyelenggarakan koordinasi , pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas lingkup Bidang Aset Daerah; dan 
aa. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Aset Daerah, terdiri atas: 

a. Subbidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan; 
b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan 
c. Subbidang Penatausahaan Aset Daerah. 

Pasal20 

(1) Subbidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala 

Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan analisa 
kebutuhan barang milik Daerah. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan mempunyai rincian tugas 
meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang 
Perencanaan dan Analisa Kebutuhan; 

b. Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, penganalisaan dan melakukan 
tindak lanjut terhadap surat masuk dan surat keluar pada Bidang aset 
Daerah; 

c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan pengurus barang 
tingkat kabupaten, pembantu pengurus barang tingkat kabupaten, 

pengurus barang pada unit pengelola barang , pembantu pengurus barang 
pada unit pengelola barang dan penyimpan barang pada unit pengelola 
barang; 

d. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembiayaan administrasi 
pengelolaan barang milik Daerah; 

e. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan standar harga 

tertinggi barang/ jasa kebutuhan Pemerintah Daerah; 
f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rencana kebutuhan barang 

milik Daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah, 
rencana kebutuhan pemanfaatan barang milik Daerah, rencana 
pemindahtanganan barang milik Daerah dan rencana penghapusan barang 
milik Daerah; 

g. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan daftar kebutuhan barang milik 
Daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan tuntutan ganti rugi 
barang milik Daerah; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Perencanaan dan 

Analisa Kebutuhan; dan 

J. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa121 

(1) Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

pemanfaatan dan pengamanan barang milik Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Pemanfaatan dan 
Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang 

Pemanfaatan dan Pengamanan; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan status penggunaan 

barang milik Daerah; 
c. Melaksanakan penyusunan bahan usulan penggunaan barang milik 

Daerah dari semua unit pengelola barang untuk ditetapkan status 
penggunaannya; 
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d. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemanfaatan barang milik 

Daerah yang berbentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, 
bangun guna serah ataupun bangun serah guna dan kerjasama penyediaan 
infrastruktur; 

e. Melaksanakan penyusunan daftar barang milik Daerah yang tidak 
digunakan atau belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah yang 
memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dan menguntungkan 
Pemerintah Daerah; 

f. Melaksanakan penyimpanan seluruh dokumen kepemilikan barang milik 
Daerah; 

g. Melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah; 
h. Melaksanakan penyusunan bah an kebijakan penghapusan barang milik 

Daerah; 
1. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemindahtanganan sebagai 

tindak lanjut penghapusan baik berupa penjualan barang milik Daerah, 

tukar menukar barang milik Daerah, hibah barang milik Daerah maupun 
penyertaan modal barang milik Daerah; 

J. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 
terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pemeliharaan dan pengamanan barang milik Daerah; 

k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Pemanfaatan dan 
Pengamanan; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 22 

(1) Subbidang Penatausahaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang 
dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan penatausahaan aset Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Penatausahaan Aset 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang 
Penatausahaan Aset Daerah; 

b. Melaksanakan penyusunan dan pelaporan daftar hasil pengadaan barang 
milik Daerah' melaksanakan administrasi pencatatan penenmaan, 
penyimpanan dan penyaluran atau distribusi barang yang berasal dari 
hasil pengadaan, bantuan, sumbangan, hibah, wakaf dan perolehan lainnya 
yang sah kedalam buku inventaris barang milik Daerah; 

c. Melaksanakan penatausahaan atau pembukuan barang milik Daerah 
menurut penggolongan dan kodefikasi barang yang dimuat dalam kartu 
inventaris barang A, B, C, D, E, F dan buku inventaris secara manual atau 
menggunakan aplikasi khusus untuk penatausahaan barang milik 
Daerah; 

d. Melaksanakan penyusunan neraca barang milik Daerah; 
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e. Melaksanakan penyiapan kegiatan sensus barang milik Daerah setiap 
5 (lima) tahun sekali; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaporan barang milik 
Daerah semesteran, pelaporan barang milik Daerah tahunan; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan penilaian barang milik Daerah; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi langsung secara 

berkala terhadap pelaporan barang milik Daerah pada unit pengelola 
barang; 

1. Melaksanakan rekonsiliasi barang milik Daerah secara berkala setiap 
bulan; 

J. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penetapan prose ur s tandar 
pelaporan barang milik Daerah; 

k. Melaksanakan penyusunan bahan s tandar operasional prosedur t.en tang 
pen erimaan, pencatatan, penyaluran dan pelaporan barang milik Daerah; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Penat u sa aa n Aset 
Daerah; dan 

m. Melaksanakan tugas kedina san la innya. 

Paragraf 7 

Bidang Pelaya a n aja k Daerah 

Pa sal 23 

(1) Bidang Pelayanan Pajak Daera h sebagaiman dimaksud da lam Pasal 2 huruf 
g mem p nya i tugas pokok m enyelenggarakan perumusan kebijakan teknis 
dalam enyusu nan bahan pelayana , er a informasi Pajak Daerah , verifikasi 

dan pen etapan Paja k Daerah ser ta pen agihan dan kebe a tan pajak daerah. 

(2) Dalam m enyelen ggarakan tuga s pokok seb gaim ana d imaksud pa a ayat (1) 
Bidang Pelayanan Pajak D erah mem p nyai fun gsi: 
a. Perencanaan da n peru musan kebi·akan teknis pelayan n, pen golahan data 

dan informa si pajak daerah, verifikasi dan pen etapan paj k daerah serta 
penagihan dan keberatan pajak daerah; 

b. Pengkoordinasian penyusunan bah an ebijakan teknis pelayanan, 
pengolahan data dan informasi paja k daera h, verifikasi dan penetapan 
pajak daerah serta penagihan da n k eberatan pajak daerah; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pelayanan, 
pengolahan data dan informasi pajak daerah, verifikasi dan penetapan 
pajak daerah serta penagihan dan keberatan pajak daerah; 

d. Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dukungan teknis lingkup pelayanan, pengolahan data dan informasi pajak 
daerah, verifikasi dan penetapan pajak daerah serta penagihan dan 
keberatan pajak daerah. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Pajak Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Pelayanan Pajak Daerah; 
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b. Menyelenggarakan kajian dan perumusan bidang data dan informasi 
lingkup pelayanan, pengolahan data dan informasi pajak daerah, verifikasi 
dan penetapan pajak daerah serta penagihan dan keberatan pajak daerah; 

c. Menyelenggarakan penyusunan bah an kebijakan teknis pelayanan, 
pengolahan data dan informasi pajak daerah, verifikasi dan penetapan 
pajak daerah serta penagihan dan keberatan pajak daerah; 

d. Menyelenggarakan penyusunan bahan penganggaran, perhitungan dan 
pengalokasia n bagi hasil untuk desa dari penerimaan pajak daerah dan 
retribusi daera h; 

e. Menyelenggarakan penyusunan bah a n penganggaran , 
pengalokasian biaya insentif pajak daerah; 

perhitu n gan dan 

f. Menyelenggarakan penyusunan bahan pedoman teknis 
pela ksanaan pengelolaan p ajak daera h; 

g. Menyelengga rakan pelayanan dan informasi pajak daerah; 
h. Menyelen ggarakan verifikasi dan pen etapan pajak daerah; 
1. Meny enggarakan penagihan dan keberatan pajak daerah; 

et juk 

J. Meny lenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pel r k anaan tugas Bidang Pelayana n Pajak Da ah; d n 

k. Me yelen ggarakan tugas kedinasa n lain nya. 

(4) Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri a ta : 
a . Subbidang Pelaya nan dan Informasi Pajak Daerah; 
b . Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daera ; dan 
c. Subbidang Pen agihan dan Keberatan Pajak Daerah. 

Pasal 24 

(1) Subbida n g Pelayanan da n I forma si Pajak Da erah sebagaima n imaksud 
dalam a a l 23 ayat (4) huruf a m em punya i tugas pokok m elaksanakan 
penyelengga raan pelayanan dan informa si pajak daera h . 

(2) Dalam menyelenggarakan ugas pokok, Subbidang Pelayana d n Informasi 
Pajak Daerah sebagaimana dim aksu d pada ayat (1) mempu nya i rincian tugas 
meliputi: 

a. Melaksanakan penyus nan bahan 
Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah; 

erencanaan lingkup Subbidang 

b. Melaksanakan pelayanan inform a i publik ; 
c. Melaksanakan penyelenggaraan sis tem informasi pajak daerah; 
d . Melaksanakan pelayanan atas permohonan pendaftaran data baru, 

pembayaran, pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan, 
penundaan, pengembalian, mutasi objek dan subjek pajak daerah; 

e . Melaksanakan pengadministrasian, verifikasi data, validasi atas 
permohonan pendaftaran data baru, pembetulan, pembatalan, keberatan, 
pengurangan, mutasi objek dan subjek pajak daerah; 

f. Melaksanakan perekaman data atas pendaftaran data baru dan perubahan 
objek dan subjek pajak daerah; 

g. Melaksanakan penerimaan dan pencatatan surat permohonan angsuran 
pajak daerah; 

h. Melaksanakan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 
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1. Melaksanakan pembuatan keterangan nilai jUal objek pajak atas 
permohonan wajib pajak atau instansi lain yang terkait; 

J. Melaksanakan perekaman data transaksi jual beli dan perubahan 
perolehan hak atas tanah dan bangunan; 

k. Melaksanakan analisa data, pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi 
pengelolaan pajak daerah; 

l. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
rangka penyusunan langkah strategis dalam pelaya nan dan informasi pajak 
daerah; 

m. Melaksan akan h u bungan kerja den gan Pera n gkat Daerah, emerintah 
Provin s i, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tu ga s dan 
fu ngsinya; 

n. Melaksanakan penyusunan bahan s tandar pelayanan publik lingk pajak 
daera h meliputi persyaratan, dasar h u kum, sistem, mekanisme, p osedur, 
ta rifjbiaya, jangka waktu pelaya n a n dan tata ca ra pengaduan j saranj 
m a sukan atas pelayanan dan inform asi pajak daerah; 

o. Melaksanakan penyusu nan bah an koordinasi, pema ta an, ev lua si dan 
pela poran hasil pela ksanaan tugas ingkup Subbidang Pela anan dan 
Informa si Pajak Daerah; dan 

p . Melaksanakan tugas kedinasan la innya. 

Pasa1 25 

(1) Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah sebaga imana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b m empu yai tu gas pok k mela sanakan 
kebijakan teknis verifika i dan penetapa n pajak daerah . 

(2) Dalam menyelenggara ka n tugas pokok , Subbidang Verifika i dan Penetapan 
Pajak Daerah sebagaimana d imaksu pada aya t (1) m em p nyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan ba h an erencan aan lingku p Subbidang 

Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah; 
b. Melaksanaka n penyusunan bahan perumusan kebija an teknis penetapan 

pajak daerah; 
c. Melaksanakan penyusu nan kebijakan tenta ng inten sifikasi pajak daerah; 
d. Melaksanakan kegiatan penelitian , p n gecekan, penghitungan dan 

penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); 
e. Melaksanakan penyusunan rancangan, penerbitan dan pendistribusian 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan SITS (Surat Tanda Terima 
Setoran) PBB-P2 dan kelengkapan administrasi PBB-P2 lainnya; 

f. Melaksanakan penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah 
(SKPD j SKPDKB j SKPDKBT j SKPDN); 

g. Melaksanakan penyusunan rancangan keputusan kepala badan tentang 
pembetulan, pembatalan dan pengurangan pajak daerah; 

h. Melaksanakan penyelesaian permohonan penundaan pembayaran pajak 

daerah dan angsuran pembayaran pajak daerah; 
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1. Melaksanakan penyusunan konsep, penghitungan dan penerbitan Surat 
PeIjanjian Angsuran dan Surat Permohonan Angsuran pemungutan/ 
pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui; 

J. Melaksanakan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/ 
pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui; 

k. Melaksanakan penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang 
penetapan Nilai Jual Objek Pajak; 

1. Melaksanaka n penyiapan bahan verifikasi objek da n subjek pajak ke 
lapangan atas permohonan pendaftaran data baru, pembetulan, 
pembata lan, keberatan, pen gurangan, mutasi objek dan subjek ajak serta 

harga transaksi dan nilai pasar yang diragukan kebenarannya; 
m . Melaksanakan pengadministrasian penerimaan pembayaran pajak ae a h ; 
n. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerin tah 

Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tu gas dan 
fungsinya ; 

o. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seca ra periodik 
kepada Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah; 

p . Melaksanakan penyusunan bahan koo dinasi, p mantau , eva l a si dan 
pela poran hasil p laksanaan tuga s . gkup Subbi a g Verifika si dan 
Peneta pa n Pajak Daerah; 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain nya. 

Pasa1 26 

(1) Subbidang Penagihan da n Keberatan Pajak Daerah sebagaimana imaksud 
dalam Pa sal 23 ayat (4) huruf c m em pu nyai tugas pokok m laksanakan 
kegiatan penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan pen gihan dan 
keberata n pajak daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tu gas pokok , Subbidang Penagihan da n Keberatan 
Pajak Daerah sebagaim an a dimaksud pada aya (1) mempunya i incian tugas 

meliputi: 
a. Melaksanakan penyusuna n rencana kegiatan Subbidang Penagihan dan 

Keberatan Pajak Daerah; 
b. Melaksanakan pencatatan da n pendokumentasian surat yang berhubungan 

dengan penagihan dan keberatan pajak daerah; 
c. Melaksanakan kegiatan penagiha n da n pemeriksaan pajak daerah; 
d. Melaksanakan penyusunan bah an perumusan kebijakan teknis penagihan 

dan pemeriksaan pajak daerah; 
e. Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan surat teguran, surat paksa, 

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) , surat keputusan 
pencabutan sita, surat terkait lelang barang sitaan; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan untuk melayani permohonan keberatan 

atau menolak keberatan atas materi penetapan pajak daerah; 
g. Melaksanakan penyusunan rancangan keputusan kepala Badan tentang 

keberatan dan banding pajak daerah; 
h. Melaksanakan proses restitusi dan pengadministrasian kelebihan 

pembayaran pajak daerah dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan; 
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1. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat daerah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas 
dan fungsinya; 

J. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Subbidang 
Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah; 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 8 
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 

Pasa 1 27 

(1) Bidang Perencanaan dan Pengemban gan Pendapatan Asli Daerah seb gru.m ana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf h m empunyai tugas pokok menyelengga rakan 
perumu san kebijakan teknis peren cana an dan pengembangan, pembinaan 
serta eva lua si dan pela poran Pendapatan Asli Daerah . 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) Bidang 

Perenca n aan dan Pengembangan Pen d apatan Asli Daerah mempunya i f ngsi: 

a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, 
pen gem bangan, pembinaan serta eva a si dan pelaporan pe d p tan asli 
daerah; 

b . Penyelenggaraan koordinasi pela sanaan tugas du kungan tek IS lingkup 
peren canaan, pengembangan, pembinaan serta evaluasi an pelaporan 

pendapatan a s li daerah; 
c. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pe g m bangan , pembin aan serta 

evaluasi dan pelaporan penda pa tan a sli daerah ; 
d. Penyelenggaraan peren can aan, pengemba n ga , pe binaan sert evaluasi 

dan pela poran pendapatan a sli da rah. 

(3) Dalam m enyelenggaraka n tugas pokok, Bidang Perenca aan dan 
Pengembangan Pendapatan Asli Daera h sebagaim ana dim aksu d pada ayat (1) 

mempunyai rincian tuga s m elipu ti: 
a. Menyelenggarakan penyusuna n bahan perencanaan lingkup Bidang 

Perencanaan dan Pengem bangan Penda patan sli Da erah; 
b. Menyelenggarakan kajian an perumusan bahan kebijakan teknis 

perencanaan, pengembangan, pe binaan serta evaluasi dan pelaporan 

pendapatan asli daerah; 
c. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, 

pengembangan, pembinaan serta evaluasi dan pelaporan pendapatan asli 
daerah; 

d. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pendapatan asli daerah; 
e. Menyelenggarakan pembinaan pendapatan asli daerah; 
f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pendapatan asli daerah; 
g. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan 
Asli Daerah; dan 

h. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
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(4) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan AsH Daerah, terdiri atas: 
a. Subbidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah; 
b. Subbidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah; dan 
c . Subbidang Evaluasi dan Pe1aporan Pendapatan AsH Daerah. 

Pasal28 

(1) Subbidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kegiatan penyusunan bahan perencanaan dan pengembangan pendapatan asli 
daerah. 

(2) Dalan1 m enye1enggarakan tugas pokok, Subbidang Perencanaan Pen patan 
Asli Daerah sebagaima na dimaksud pada ayat (1) mempunyai rmCl tu gas 
melipu ti: 

a. Mela ksanaka n penyusunan rencan a kegiatan Subbidang Perencanaan 
Penda patan Asli Daerah; 

b . M laksanakan penyusunan kebijakan teknis perencan aa n dan 
pen gembangan pendapa tan daerah; 

c. Melak anakan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data pajak daerah 
dan retribusi daerah ; 

d. Melaksanakan pengolahan da n ana lisa pendapatan asH daera h sebagai 
bahan potensi pen gembangan Penda patan sli Daerah; 

e. Me1ak anakan pengolahan dan ana isa penyusunan ba an peren canaan, 

bahan penyusu nan APBD dan pen gembangan pendapatan asli daer h; 
f. Mela ksanaka n penyiapan bahan kegiata n penggalian dan pen ingkatan 

sum b r -sum ber pendapatan asli daerah dan u paya pengembanga sumber
sumber lain-lain pendapatan asli daerah; 

g. Me1ak sanakan pen gola han data perkemba nga n Pendapatan Asli Daerah; 

h. Melaksa n a kan pengola h a n da ta s mber-su m ber poten si pe d patan asli 
daerah; 

1. Melaksanakan pendataan pajak daerah; 
J. Melaksanaka n penyusunan rancangan Daftar Biaya omponen Bangunan 

sebagai dasar penghitu ngan nilai jual objek pajak ban gunan secara massal 
dan individual; 

k. Melaksanakan pengembanga n sistem in formasi pengelolaan pendapatan 

asH daerah; 
l. Melaksanakan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan; 
m. Melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas 
dan fungsinya; 

n. Me1aksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Perencanaan Pendapatan Asli 
Daerah; dan 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal29 

(1) Subbidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan 
penyusunan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan pendapatan asli 
daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbidang Pembinaan Pendapatan sli Daerah mempunyai rincian tugas 
meliputi: 

a. Melaksana kan penyusunan ren cana kegiatan Subbidang Pembinaan 
Pen dapatan Asli Daerah; 

b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan penyuluhan p n da patan 
a sli daerah; 

c. Mela ksanakan pembinaan dan penyuluhan pendapatan asli daerah; 
d. Mela ksanakan pembinaan dan pengawasan sistem informasi pe gelolaan 

Pendapatan Asli Daerah; 

e. M laksanakan penyiapan pere canaan pengelolaan dan pe gendalian 
media punguta n pendapata n asli da rah; 

f. Melaksanakan perum sa n kebijakan 
penyebarlu asan informasi pajak daera h 
rna ya rakat; 

strategi penyulu a dan 
dan retri usi daer h kepada 

g. Melaksanakan diseminasi informasi dan publikasi kebijakan daer h dalam 

hal pendapatan asli daerah melalu i m edia in formasi daerah secar a erkala; 
h. Mela ksanaka n penyu suna n usulan kajian dan ranc gan terkait dengan 

sinkronisasi produk h u kum ; 
1. Melaksana kan h ubun gan kerja dengan Perangkat aerah, P merintah 

Daerah Pr ovinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesu i dengan tugas 

dan fu ngs inya; 
J. Melaksan akan koordin a s i pembinaa n teknis penyelen ggaraan f ngsi-fungsi 

penunjang u rusan pemerintah daerah; 
k. Melaksana kan penyusu nan bahan koordin a si, pemantauan , evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tu gas lin gkup Su bbidang Pembinaan 
Pendapatan Asli Daerah; 

1. Melaksanakan tugas kedinasa n lainnya. 

Pa sal 30 

(1) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pelaporan dan kebijakan teknis pengendalian Pendapatan Asli 

Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah mempunyal 
rincian tugas meliputi: 
a . Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang 

Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah; 
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b. Melaksanakan pengendalian atas realisasi capaian target pajak daerah dan 
koordinasi pengendalian atas realisasi capaian target pendapatan asli 
daerah; 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan 
pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah; 

d. Melaksanakan penertiban pajak daerah; 

e. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli 
daerah; 

f. Melaksa nakan penyusunan bahan penilaian untuk pemberian reward dan 
punis hment; 

g. Melaksanakan penelaahan, pengkajian dan rekomendasi terhadap 
pen dapatan asli daerah apabila tidak tercapai target sesuai ya n g telah 
ditentukan; 

h . Melaksanakan penyusunan laporan Pendapatan AsH Daerah sesuai dengan 
keten tua n peraturan perundang-u n dangan yang berlaku; 

1. Melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daera h , Pem erintah 
Daerah Provinsi, Pemerintah Pusa t dan Instansi terkait s suai den gan tugas 
da n fu ngsinya; 

J. Melak sa n a kan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, eval asi dan 
pelapora n h a sil pelaksanaan tu ga s lingku p Subbida n g Eval asi dan 

Pela poran Penda patan AsH Daerah ; dan 
k. Melaksanakan tugas kedinasan la innya. 

Paragraf 9 
Kelompok Jabatan Fu ngsion a l 

Pa sal 31 

(1) Pengisian Kelom pok Jabatan Fungsional sebagaim a n a dimaks d da lam Pasal 2 
huruf i erdasarka n bida n g keahlia n danjatau keteram pilan tertentu serta 
bersifat m a n d iri yan g dibu tuhkan d alam rangka men njang tugas sesuai 
kewenangannya. 

(2) Jumlah tenaga fun gsiona l da n jenis Kelompok J a batan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d itentuka n berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja yang dituangkan dalam Kepu tusan Bupati. 

(3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabata n Fu n gsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Paragraf 10 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal32 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf j diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. 
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BABIII 
KETENTU AN PERALIHAN 

Pasal33 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati mI, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 

ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
KETENTUAN PENU UP 

Pasa134 

Dengan berla kunya Peraturan Bupati in i, maka: 

a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Noma 100 Tahun 2019 tentang Tuga s dan 
Fungsi Badan Pen gelola Keu angan dan Pendapatan Daerah; dan 

b. Pera tu ran Bupati Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2020 tentang Tuga s dan 
Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa1 35 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setia p orang me getahuinya, m emerin tahkan pengundangan Peraturan 
Bupati in i den gan penempatannya dalam Berita Daerah Kab aten a s ikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 27 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
SIKMALAYA, 

Diteta pkan di Singaparna 

pada tanggal 27 Agustu s 2021 

ou ~ JLr!l..n TO 


